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BUPATI PESISIR SELATAN

. bahwa dalam meningkatkan kinerja pengelolaan

sampah dan sanitasi melalui penerapan sistem sccara
konsisten dan konsekwen, maka setiap tahunnya
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
menyelenggarakan Program Gerakan Sumatera Barat
Bersih;

b. bahwa sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumacera

Barat Nomor 660-1046-2013 tentang Pembentukan Tim
Koordinasi Gerakan Sumbar Bersih;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan
dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan.

. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25) jis Undang - Undang Drt. Nomor 21 Tahun
1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957
Nomor 77) jo Undang - Undang Nomor 58 Tahun 1958
(Lembaran Negara Republit Indonesia Tahun 1958
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1643);

. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

- Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400) ;
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. Undeng - Undang Nomor 30 Tabun 2004 teoaang

rmbangsr Eecanga= Aztyra Pemernmoah Pusst danm

. Undang - Undamg Nomor 32 Tahore 2009 temtang

Perimdungan dan Pengeiciaan Limgkungan Hudup
(lembaran Negara Repubik Indomesma Tabum 2009
Nomor 140, Tambaban lLembaran Negan Repubik
Indonesia Nomor 50491

. Undang - Undang Nomor 12 Tehun 2011 (eotang

Pembentuican Permturan Perunlang -  undangan
(lLembaran Negara Republik indones:a Tehum 2011
Nomor 82, Tambaharn Lembsran Negara Republik
Indonesa Nomaor S234

. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 204 temtang

Pemerintahan Dacrah (lLembaran Negarma Repubiik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indones:a Nomor 3587, schegiumana
telah beberapa kali disbah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor § Tahun 2015 wwntang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 temtang
Pemenniahan Dacran (Lembaran Negara Republk
Indonexia Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesa Nomor 5679

. Peraturan Pemenintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Decrah (Lembaran  Negara
Republik Indones:a Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Repubiix Indones:a Nomor 4578);

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomeor !3 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan kKeuangan Deacrah,
scbagaimana telah beberapa kali diubah rerakhir
dengan Peraturan Menten Dalam Negen Nomer 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menten Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengeiclaan Keuangan Daerah;

11.Peraturan Menteni Dalam Negen Nomeor 80 Takun 2018

tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah,

12 Peraturan Deacrah Kabupaten Prsisir Selatan Nomor |

Tahun 2008 tentang Penctapan Urusan Pemerintahan
yang Menjadi Kewenangan Pemenntah Kubupaten
Pesisir Selatan;

13.Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomeor 5

Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerje
Lembaga Teknis Dacrah Kabupaten Pesisir Selatan;

14 Peraturan Dacrah Kabupaten Pesisir Sclatan Nomer 7

Tahun 201S tentang Anggaran Pendapatan dan Beianja
?g;nh Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran
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15.Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 67 Tahun 2015
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran
2016.

MEMUTUSKAN :

Menectapkan Kecamatan Gerakan Sumatera Barat
Bersih Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
2016, sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Penetapan Kecamatan Gerakan Sumatera Barat
Bersih Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
2016, dilakukan berdasarkan :

1. Penilaian lapangan terhadap titik pantau wajib
Kecamatan, titik pantau tambahan dan wilayah
keseluruhan;

2. Kecamatan yang memenuhi kriteria penilaian
Gerakan Sumatera Barat Bersih ditetapkan
sebagai Kecamatan Cerakan Sumatera Barat
Bersih Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2016;

Kecamatan yang ditetapkan sebagai Kecamatan
Gerakan  Sumatera Barat Bersih  Tingkat
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016, berhak
mewakili Kabupaten Pesisir Selatan untuk
mengikuti penilaian Gerakan Sumatera Barat
Bersih Tingkat Propinsi Sumatera Barat Tahun
2016.

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun Anggaran 2016.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapka:.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 24/Februari 2016
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LAMPIRAN

: KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 660/ I\ /Kpts/BPT-PS/2016

TANGGAL: 24 Februari 2016

TENTANG : PENETAPAN KECAMATAN GERAKAN
SUMATERA BARAT BERSIH TINGKAT
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016

NO. NAMA KECAMATAN KABUPATI_EN

Pesisir Selatan

.| Kecamatan Batang Kapas

BUPATI P

HE
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